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Dengan hormat,

Kami yang berfanda tangan di bawah ini;

Dr. H, IKHSAN ABDULLAH, S.H., M.H.
H. SYAEFUL ANWAR, S.H., M.H.
YUSRIZA ABDULLAH PRATAMA, S.H., M.H.
RAIHANI KEUMALA, S.H.

DENY ADI PRATAMA, S.H.
NAFISA AYUDINA, S.H.

Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS
Law Firm yang beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman
Kav.75 Jakarta Selatan 12910. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 26 Juni 2019 (copy terlampir). bertindak untuk dan atas nama:

WISMA BUMIPUTERA 1912 15 Floor
JI. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan 12910
Telp. : (62-21) 5273207 Fax.: (62-21) 5273206 Email : iaplaw @ yahoo.com
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Prof. Dr. Ir. H. BASYARUDDIN, M.5., baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR
LPPOM MUI SUMATERA UTARA dalam kedudukan tersebut di aias sah bertindak
untuk dan atas nama din sendii maupun selaku LPPOM MUI SUMATERA UTARA;

Prof. Dr. ir. H. TRIDJOKO WISNU MURTI, DEA., baik selaku pribadi maupun selaku
DIREKTUR LPPOM MUI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dalom kedudukan
tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diii sendiri maupun selaku
LPPOM MUI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;

Prof. Dr. H. SUGIJANTO, M.S.Apt., baik selaku pribadi maupun selaku DIREXTUR
LPPOM MUI JAWA TIMUR dalam kedudukan fersebut di atas sah bertindak
untuk dan atas nama diri sendii maupun selaku LPPOM MU JAWA TIMUR;

Prof. Dr. Hj. ASTIN LUKUM, M.Si., baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR
LPPOM MUI GORONTALO dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak
untuk dan atas nama dir sendii maupun selaku LPPOM MUI GORONTALO;

Dr. MUHAMAD AGUS WIBOWO, M.SL, bcik selaku pribadi maupun selaku
DIREKTUR LPFOM MUI KALIMANTAN BARAT dalam kedudukan tersebut di atas
sah berfindak uniuk dan atas nama dir sendii maupun selaku LPPOM MUJ
KALIMANTAN BARAT;

Dr. H. RODANI, M.SI., baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR LPPOM MUI
BANTEN dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama
diri sendii maupun selaku LPPOM MUI BANTEN;

Dr. SYAIFULLAH, baik seloku pribadi maupun selaku DIREKTUR LPPOM MUl
SUMATERA BARAT dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan
atas nama diri sendii maupun selaku IPPOM MUI SUMATERA BARAT;
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Dr. ZULKIFLI ZAM ZAM, M.Sc., baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR
LPPOM MU) MALUKU UTARA dalam kedudukan fersebut di atas sah berindak
untuk dan atas nama dii sendiri maupun selaku LPPOM MUI MALUKU UTARA;

Dr. H. NASRUDDIN YUSUF, M.Ag., baik selaku pribadi maupun selaku WAKIL
BIDANG AUDITING DAN SJH LPPOM MUI SULAWES! UTARA dalam kedudukan
tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama dis sendii maupun selaku
LPPOM MUI SULAWES! UTARA:

Dr. H]. SOFIA ANITA, M.Sc., baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR LPPOM
MUI RIAU dalam kedudukan tersebut di atas sah berfindak untuk dan Gtas
nama diri sendii maupun selaku LPPOM MU RIAU:

Dr. Ir. YAKTIWORO INDRIANI, M.Si., baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR
LPPOM MUI LAMPUNG dalam kedudukan tersebut di atas sah berfindak unfuk
dan afas nama dirf sendiri maupun selaku LPPOM MUI LAMPUNG:

Dr. THAMRIN TALEBE, M.A., bdik selaku pribadi maupun selaku AUDITOR LPPOM
MUI SULAWESI TENGAH dalam kedudukan tersebut di atas sah berindak untuk
dan afas nama dirl sendir maupun selaku LEPPOM MUI SULAWESI TENG AH;

Dr. I. MOCH. ANWAR, M.Si., baik selaku pribadi maupun selaku WAKIL DIREKTUR
LPPOM MUI KALIMANTAN TENGAH dalam kedudukan tersebut di atas sah
bertindak untuk dan atas nama dii sendii maupun selaku LPPOM  MUI
KALIMANTAN TENGAH;

Dr. Ir. H. TEDDY SURATMADII, M.Sc., baik selaku pribadi maupun selaku WAKIL
DIREKTUR LPPOM MUI DKI JAKARTA dalam kedudukan tersebut di atas sah
berfindak unfuk dan atas nama dij sendii maupun selaku LPPOM MUl DK}
JAKARTA;



{

R

™Y

M

i N f\. ;--\
! i i

Ean

N

SAN ABDULLAK & PARTNERS

15.

14.

17.

18.

19.

20.

Drs. MARDJAN PAPUTUNGAN, M.SI., baik selaku pribadi maupun selaku WAKIL
DIREKTUR LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (unfuk selanjuinya disebut sebagai "LPPOM MUI")
GORONTALO dalam kedudukan tersebut di atas sah berfindak uniuk dan atas
nama di sendin maupun selaku LPPOM MUI GORONTALO;

Drs. ADNAN MANDIRI, baik selaku pribadi maupun sefaku DIREKTUR LPPOM MUI
SULAWES! UTARA dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan
atas nama diri sendin maupun selaku LPPOM MUI SULAWESH UTARA;

Dra. Hj. WA ODE ASNAH GANIU, Apl., baik selaku pribadi maupun selaku
DIREKTUR LPPOM MUI SULAWES]I TENGGARA dalam kedudukan tersebut di atas
sah berfindak uniuk dan atas nama diri sendii maupun selaku LPPOM MUI
SULAWESI TENGGARA;

Ir. Hj. FERIKA ARYANTI, M.T., baik selaku pribadi maupun selaku WAKIL DIREKTUR
LPPOM MUI JAWA BARAT dalam kedudukan tersebut di aias sah bertindak
untuk dan atas nama dir sendii maupun selaku LPPOM MU JAWA BARAT

ir. EDWAR SUHARNAS, MP., baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR LPPOM
MUl BENGKULU dalam kedudukan fersebut di atas sah bertindak untuk dan
atas nama dif sendii maupun selaku LPPOM MUI BENGKULU;

Ir. AGUS SUGILAR, baik selaku pribadi maupun selaku WAKIL DIREKTUR LPPOM
MU JAWA BARAT dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan
atas nama diri sendiri maupun selaku LPPOM MUI JAWA BARAT:
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ir. TRI WARDANI WIDOWATI, MP., baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR
LPPOM MUI SUMATERA SELATAN dalam kedudukan tersebut di atas sah
bertindak untuk dan atas nama dii sendir mavpun seloku LPPOM MU
SUMATERA SELATAN;

drh. FAKHRURRAZI, baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR LPPOM MU
MPU NAD dalam kedudukan tersebut di atas sah berfindak untuk dan atas
nama din sendiri maupun selaku LPPOM MU MPU NAD;

drh. H. SUMARSONGKO, baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR LPPOM
MUt KALIMANTAN TIMUR dalam kedudukan tersebut di aias sah bertindak untuk
dan atas nama dirf sendini maupun selaku LPPOM MUI KALIMANTAN TIMUR;

TAJUDDIN ABDULLAH, $.T., M.Kes., baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR
LPPOM MUl SULAWESI SELATAN dalam kedudukan fersebut di atas sah
berfindak untuk dan atas nama dif sendii maupun selaku LPPOM  MUI
SULAWESI SELATAN;

AJl PAMUNGKASmM $.5i., Apt., baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR
LPPOM MUI BALI dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan
atas nama diri sendii maupun selaku LPPOM MUI BAL):

KHAIRUDDIN NASUTION, B.Ac., $.E, baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR
LPPOM MUI KEPULAUAN RIAU dalam kedudukan tersebut di atas sah berfindak
unfuk dan atas nama din sendir maupun selaku LPPOM MUI KEPULAUAN RIAU:

NARDI PRATOMO, S.E., baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR LPPOM MUI
BANGKE BELITUNG dolam kedudukan tersebut di atas sah berfindak untuk dan
atas nama dirl sendii maupun selaku LPPOM MUI BANGKA BELITUNG;
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28. RAUHUN, S.E., baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR LPPOM MUI NUSA

29.

30.

31

TENGGARA BARAT dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan
atas nama dif sendii maupun selaku LPPOM MUI TENGGARA BARAT:

ABDUL QADIR, S$.Kom., M.Si., baik selaku pribadi maupun selaku SEKRETARIS
EKSEKUTIF LPPOM MUI PAPUA dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak
untuk dan atas nama dii sendii maupun selaku LPPOM MUI PAPUA;

H. MUHAMMAD BAYU JAGATNATA, S.P., baik selaku pribadi maupun selaku
DIREKTUR LPPOM MU! DKI JAKARTA dalam kedudukan fersebut di atas sah
bertindak unfuk dan atas nama dif sendir maupun selaku LPPOM MUI DK
JAKARTA;

UDIANTORO, $P., M.Si., baik selaku pribadi maupun selaku DIREKTUR LPPOM MUI
KALIMANTAN SELATAN dalam kedudukan tersebut di atas sah berfindak untuk
dan atas nama dir sendii maupun selaku LPPOM MUI KALIMANTAN SELATAN:

Untuk selanjuinya disebut sebagai "PARA PEMOHON".

Dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah KonstHusi Repubiik
indonesia (selanjuinya disebut “Mahkamah Konsfitusi RI”) untuk melakukan uji

materiil (judicial review) afas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

Jaminan Produk Halal yang ditandatangani oleh Presiden Republik indonesia pada
tanggal 17 Okiober 2014 dan diundangkan pada tanggal 14 Okiober 2014 dengan
Lembaran Negara Nomor 295 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604
{selanjutnya disebut “UU JPH") (BUKTI P-1), terhadap “Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945” (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945™) (BUKT} P-2);
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BAHWA ADAPUN HAL-HAL YANG MENJADI PERTIMBANGAN DAN/ATAU DALIL-DALL
DIAJUKANNYA PERMOHONAN UJI MATERHL ATAS UU JPH TERHADAP UUD NRi 1945,
ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

A.

PENDAHULUAN

Kata Halal berasal dari istilch bahasa Arab dalam agama islam yang
berarti "diizinkan” atau "boleh”. Secara efimologi, halal berarti hai-hal yang
boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidok terikat dengan
ketentvan-ketentuan yang melarangnya. Istiigh Halal dalam kehidupan sehari-
hari sering digunakan unfuk makanan ataupun minuman yang diperbolehkan
untuk dikonsuntsi menurut syariat Istam. Terminologi Halal disini tentunya

mengacu pada Syarlat islam dan Hukum Islam.

Peran Negara dalam melindungi warga negaranya melalui berbagai
afirmasi afau cara yang dapat memberikan manfaat salah satunya dilakukan
dengan memberikan perlindungan Negara kepada warga negaranya untuk
fidak menggunakan produk baik Makanan, Minuman, Obat-Obatan,

Kosmetika, Barang Gunaan yang fldak diperbolehkan menvrut ajaran agama

islam.

Dorongan akan kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh warga
negara akan petrlindungan terhadap Makanan, Minuman, Obait-Obatan,
Kosmetika, Barang Gunaan yang haram dan mendapatkan kepastian akan
kehalalal suatu produk menjadi isu penting yang perlu mendapatkan
perhatian khusus. Keresahan akan lidok adanya kepastian tersebut,
mendorong Mgjelis Ulama Indonesia (selanjuinya disebut "MUI"} sebagai
lembaga dan/atau wadah para vlama, zu'oma, dan cendekiawan Isiam di
Indonesia  untuk mengakomodir pemasalahan  tersebut.  MUL sendid
merupakan suaty organisasi agama Islam yang berdiri pada tanggal 17 Rajab
1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil
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(>
) Musyawarah Nasional | Mdajeiis Ulama Indonesia yang betlangsung pada
C tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395H atau 2] s/d 27 Juli 1975 M di Balai Sidang
*ﬁ“ Jakarta. Musyawarah Nasional ini diselenggarakan oleh sebuah Panitia yang
( / diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No.28 tanggal 1 Juli
& 1975 (BUKTI P-3) yang diketuai oleh letien. Purn. H Soedirman dan Tim
(~ | Penasehat yang terdir dari Prof. Dr. qukcl, K.H. Abdullah Syafe'l dan K.H.M.
o Syukii Ghazali. Pendirian MUI dituangkan ke dalam Piagam Pendirian (BUKTI P-
: 4) yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang ferdini dari 26 (duva puivh
C‘i enam) orang Ketua-Ketva Majells Ulama Indonesia Daerah Tingkat | selurvh
(_’ Indonesia, 10 orang Ulama unsur Organisasl Islam Tingkat Pusat yaitu Nahdlatul
. Utama, Muhammadiyah, Syarikat Islom, PERTI, Al-Washilyah, Mathla'ul Anwar,
\ . GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-litihadiyah juga 4 {(empat) orang
) vlama dari Dinas Rohaniah Islam TNI Angkaian Darat, Angkatan Udara,
\ Angkatan Laul dan Kepolisian Republlk indonesia, serta 13 (tiga belas) orang

vlama undangan perorangan. MUt merupakan suatu konsensus bersama suaty
organisasi agama islam yang diteima oleh masyarakat dan juga suatu
organisasi agama Islam yang mampu mempersatukan umat Islam di Indonesia
dai berbagal latar belakang. MUI mampu  melebur ditengah-tengah
masyarakat dan mampu dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Adanya
kebutuhan masyarakat sehubungan dengan  kehdlalan  suatu produk,
mendorong MUI melalui Surat Keputusan Nomor Kep.018/MUI/I/1989, pada
tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hiiah yang bertepatan dengan 6 Januari 1989
(BUKTI P-5), mendirkan LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN
KOMESTIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (selanjutnya disebut "LPPOM MUI").

Secara siruktur keorganisasian, LPPOM MUI merupakan suatu lembaga
yang berada dibawah naungan MUI selain pendirian LPPOM MU dilakukan
melalui Surat Kepulusan yang dikeluarkan oleh MU, LPPOM MUI juga
merupakan suatu lembaga yang masuk ke dalom salah satu perangkat

organisasi dari MUI yang bertugas untuk membantu MUI untuk melaksanakan
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program yang bersifat khusus, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada
Pasal 6 ayat {5) Pedoman Rumah Tangga MUI (BUKT! P-8) sebagai berikut:

Pasal é ayat (5) Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia
"{5} Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud ayat (4) terdid dari:
a. lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obafan, Minuman dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia (LPFOM Mul);
b..."

LPPOM MUl merupokan suatu entitas yong dibentuk karena adanya
mandat yang diberikan oleh Negara kepada MUI uniuk turut berperan gkiif
dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. Posisi
LPPOM MUI kala itu diperkuat dengan ditandatanganinya Notla Kesepakatan
Kerjasama antara Departemen Agama Republik Indonesia, Departemen
Kesehatan Republik Indonesia dan MUI (BUKTI P-7), yang kemudian Neila
Kesepakatan ?ersebu? dituangkan ke dalam suafu Keputusan Menteti Agama
Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Dan. Tata Cara Pemeriksaan Dan
Penetapan Pangan Halai tanggal 30 November 2001 (BUKTI P-8) dan
Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 teniang Lembaga
Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal tanggai 30 November 2007 (BUKT! P-9)
yang pada pokoknya memberikan penguatan kepada MUl yang kemudian di
representatitkan oleh LPPOM MUI uniuk berfindak sebagai lembaga sertifikasi
halal serta, melakukan pemeriksaan/audit dan menerbitkan serlifikat hatal juga
melakukan kerjasama intemasional berkaitan dengan sertifikasi halal suatu

produk.

LPPOM MUI merupakan manifestasi dari solusi akan kebutuhan warga
negara afas kehaldlan sualu produk. Kehadiran LPPOM MUl mampu

menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat, karena LPPOM MUI mampu
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menciptakan perlindungan dan kepastian akan kehaldian suatu produk yang

merupakan kebutuhan dari warga negara ferutama umat islam.

LPPOM MUI adalah satu-satunya lembaga serfifikasi halal pada saat ini
yang felah melakukan kewenangan dan fungsinya selama kurang lebih 30
{figa puluh) tahun. Diundangkannya UY JPH berimplikasi kepada berubahnya
sistem sertifikasi halal dari sukarela (voluntary) menjadi wajib {(mandatory),
sehingga semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Wilayah
Indonesia wajib bersertifikasi halal kecudli bagi produk-produk yang tidak
halal, sesuai dengan Pasat 4 YU JPH (BUKTI P-1 0) . sebagaimana Kami kutip:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia

wafib berseriifikat halal.

LPPOM MUl merupakan lembaga yang sampai saat ini telah memiliki 33

(tiga puluh figa) perwakitan di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia.

Memilikl ribvan Auditor (1.058 auditor) dan basis data yang did_ukt}ng oleh
sistem teknologi yang terbarukan sehingga mampu untuk menjalankan sistem
Jjaminan produk halal di indonesia, LPPOM MUI juga merupakan lembaga yang
telah diakui oleh lebih dari 42 {empat puluh dua) lembaga sertifikasi halal luar
neger dar 25 {dua puluh lima) negara. Didukung dengan sumber daya
manusia yang berkompetensi di bidangnya, teknologi informasi terbarukan
dan managjemen yang baik, serta telah memperoleh Serlifikat 15O 17045 dari
Komite Akreditasi Nasional {KAN) pada tanggal 24 janvari 2018 (BUKT! P-11)
dan Sedifikat I1SO 17025 darl Badan Seriifikasi Nasional (BSN) pada tanggal 31
Januari 2018 (BUKTI-P12) mengantarkan LPPOM MUI sebagdi satu-satunya
lembaga yang mampu menjalankan sistem jaminan produk halal di Indonesia.

10
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Diundangkannya UU JPH fidak hanya sgja  berimplikasi  kepada
berubahnya sistem seriifikasi halal dari sukarela (voluntary) menjadi waiib
(mandatory), fapi juga melahitkan suatu badan baru bemama Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal {selanjutnya disebut dengan "BPJPH") di
bawah Kemenierian Agama Repubiik indonesia (selanjutnya disebut sebagai
"Kemenag RI"} sesual dengan amanat Pasal 1 angka é UU JPH (BUKTI-P13}.
sebagaimana Kami kutip:

Pasal 1 angka é Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halql- -

“Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanfutnya disingkat
BPJPH adalah badan yang dibentuk  oleh  Pemerintah  uniuk

menyelenggarakan JPH".

Definisi yuridis dar JPH dapat kita temukan pada ketentuan sebelumnya
yaitu pada Pasal 1 angka 5 UU JPH (BUKTI-P14) yang juga Kami kutip, sebagai
berikut:

T

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 teniong Jaminan
Produk Halatl

"Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian
hukum ferhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat
Halaf”.

Bersamaan dengan lahimya BPJPH terjadi peralihan kewenangan terkait
dengan sertifikat halal, yang semula berada pada LPPOM MU kini beralih
kepada BPJPH. Peralihan tersebut secara keseluruhan mengambil alih peran
LPPOM MUl vyang secara historis mervpakan tekad, perjuangon dan
pengorbanan yang diberikan oleh Para Ulama melalui LPPOM MUI dan MUl

dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian akan kehalalan

11
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suatv produk bagi warga negara Indonesiq. Peralihan kewenangan ini
ditandal dengan diberikannya beragam kewenangan kepada BPJPH oleh UU
JPH melalul Pasal 6 (BUKTI P-15), sebagaimana Kami kutip:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
“Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

a.  merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;

b.  menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;

C.  menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada
Produk;
melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal:
melakukan akreditasi terhadap LPH;

meilakukan regisfrasi Auditor Halal:

S e ™0 o

melakukan pengawasan terhadap JPH;

—
v

melakukan pembinaan Auditor Halal: dan
. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luor negeri di
bidang penyelenggaraan JPH". - ‘

Diundangkannya UU JPH jusit menghadirkan kecemasan ditengah
masyarakat tervtama para pelaku usaha, karena tefadinya peralihan
kewenangan dari LPPOM MUI sebagal lembaga yang felah dipercaya sejak 30
(figa puluh} tahun lalu kepada BPJPH. Kecemasan ini pun lahir karena UU JPH
mencideral nilai kepastian hukum yang ada di dalam masyarakat, karena
dalam pefjalanannya LPPOM MUl merupakan suaty lembaga yang telah
mendarah daging di masyarakat dan menjadi suatu lembaga yang tidak
dapat dipisahkan dari sistem serlifikasi halal. Prof. Saljipto Raharjo mencetuskan
Teori Hukum Progreslf (BUKTI P-14), dimana ia mengatakan bahwa hukum
adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Karena hukum bukan hanya

suatu bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-
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cita. Berdasarkan penjelasan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa
pada dasarnya hukum seharusnya berangkat dari kebufuhan yang dimiliki
oleh manusia, sehingga apa yang telah hidup di masyarakat seharusnya
mendapatkan penguaian atau legitimasi dari Negara. Dalam hal ini
seharusnya Negara memberikan penguatan atau legitimasi kepada LPPOM
MUL, bukan justru melakukan pengambilalihan kewenangan yang dimiliki oleh

LPPOM MUI dengan membentuk suatu badan baru dibawah kementerian.

Pemberakuan sistem mandatory halal akan dimulai pada tanggal 17
Oktober 2019, kefidaksiapan BPJPH untuk menjalankan segala macam
kewenangannya di bidang sistem jaminan produk halgl. Mémbuat
kekhawatiran yang besar dari para pelaku usaha, karena banyaknya sanksi
yang diatur pada UU JPH bagi para pelaku usaha apabila tidak mendaftarkan
sertifikat halal terhadap produk-produk yang dimilikinya.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK  INDONESIA  UNTUK

MELAKUKAN UJI MATERIIL (JUDICIAL REVIEW) UNDANG-UNDANG

1.  Bahwa perkembahgan zaman yang dinamis mendorong adanya
kebutuhan masyarakat akan  instrumen  hukum  yang mampu
menghadirkan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Perubahan
tethadap UUD NRI 1945 menciptakan suatu kewenangan baru yang
dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi RI;

2. Bahwa konsiitusi memberkan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia sebagal suatu institusi yang menjalankan kekuasaan
kehakiman, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 24 ayat (2) UUD NRI
1945 (BUKTI P-17) sebagai berikut:

13
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Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
"(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya datam lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

“militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi. ***)",

Bahwa lebih lanjut UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada
Mahkamah Konstitusi Rl untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar melalui Pasal 24C ayat {1) (BUKTI P-18),

sebagaimana Kami kutip:

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945

*{1) Mahkamah Konsfitusi berwenang mengadili pada tingkat perfama
dan terakhir yang putusannya bersifat final uniuk menguji undang-
undang ferhadap Undang-Undong Dasar, memuifus  sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undong—Undong Dasar, memutus pembubaran partal politik dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum™,

Bahwa diberikannya kewenangan sebagaimana tersebut di atas kepada
Mahkamah Konsfitusl RI menjadikan Mahkamah Konstitusi RI sebagai
institusi pelindung konstitusi {the guardian of constifution). Kewenangan
tersebut melekat pada Mahkamah Konstitusi Rl uniuk melakukan
pembatalan  terhadap undang-undang yang memiliki  ketentuan,
substansi atau proses pembentukan yang berfentangan dengan
konstitusi  (inconstitutional). Kewenangan tersebut dapai  dilakukan

dengan 2 (duva) cara yaitu dengan melakukan pembatalan secara

14
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menyeluruh terthadap undang-undang tersebut atau dilakukan dengan
menganuiir keberadaan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut;

Bahwa amanat konstitusi sehubungan dengan kewenangan Mahkamah
Konstitusi RI untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI 1945 di manifestikan dalam ketentuan dibawahnya yaitu pada
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 teniang Mahkamah Konstitusi,
yang mana ditentukan pada Pasal 10 ayat (1) (BUKTI P-19) bahwa:

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi -

"1} Mahkamah Konstifusi berwenang mengadili pada fingkal pertama

dan ferakhir yang putusannya bersifat final unfuk:

a.  menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengkefa kewenangan Iembaga negara  yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik indonesia Tahun 1945;

.  memutus pembubaran partfai politik; dan

d.  memutus persefisihan fenfang hasif pemifihan umum®,

Bahwa sebagaimana urdian-urcian pada poin 1 (satu) sampai dengan
poin 5 [enam) tfersebut di atas, sangallah jelas dan meyakinkan
dimilikinya kewenangan untuk melakukan uji materiil {judicial review) atas
peraturan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dimiliki oleh
Mahkamah Konstitusi R, yang mana dalam hal ini fidak adanya
keraguan sedikitpun yang dimiliki oleh PARA PEMOHON atas kewenangan
tersebut, sehingga PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah
Konstitusi Ri unfuk dapat melakukan uji materniil [judicial review) atas

“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”

15



T

O

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

ferhadap “Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia 1945",
yang mana kewenangan unfuk melakukan Ui materiil (judicial review)
atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut melekat pada
Mahkamah Konstitusi RI:

DENGAN KATA LAIN:

MAHKAMAH KONSTITUSI REP _'ux mnomesm BERWENANG UNTUK | MELAKUKAN -
\ ‘REVIEW),‘ATAS “UNDANﬁGv*U_NDANG N_OMOR 33_TAHUN.-

UNDANG UNDANG::

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON UJI MATER!L (LEGAL
STANDING)

7.

Bahwa kefentuan mengenadi kedudukan hukum- pihak-pihak yang dapat
mengajukan ujii materill (judicial review) diatur oleh Pasal 51 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(BUKTI P-20), sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi

“{1} Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionainya dirugikan oleh berlokunya undang-

undang, yaitu:

a.  perorangan warga negara Indonesiq;

b.  kesatuan masyarakal hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangon masyarakat dan prinsip” Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

¢.  badan hukum publik atau privaf; atau

16
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10.

d. lembaga negara’.

Bahwa lebih lanjut ketentuan sebagaimana tersebut di atas dijelaskan
pada Penjelasan Pasal 51 ayat {1) Undang-Undang MK (BUKTI P-21), yang
menjeiaskan makna dari *hak konstitusional” sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003
tentang Mohkamah Konstitusi

“{1} Yang dimaksud dengan “hak konstitusional" adalah hak-hak yang
diatur dalem Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945",—

Bahwa ddlam hal ini, *hak konsiitusional” yang dimiliki oleh PARA
PEMOHON dilindungi dan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 (selanjuinya disebut sebagai “UUD NRI
1945"), Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 (BUKTI P-22) menyatakan bohwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum,
sehingga hukum merupakan suatu instumen yang digunakan untuk
melindungi rakyat dan menghadirkan suatu  keadilan  ditengah
kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan justru menjadi insfrumen
yang merenggut hak asasi manusia, hak konstitusional maupun hak-hak
lgin yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, sehingga sangatlah
penting untuk melakukan uji materiil terhadap ketentuan peraturan
perundangundangan  yang dianggap  dan/atau berpotensi

menimbulkan kerugian-kerugian tersebut, dalam haiini UU JPH;

Bahwa hak konsfitusional yang dimiliki PARA PEMOHON uniuk
mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum juga diatur pada
Pasal 28D ayat {1) UUD NRI 1945 (BUKTI P-23), sebagaimana Kami kufip

sebagai berikut:
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12.

13.

4.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945

{1} Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepasfian hukum yang adil serta periakuan yang sama dihadapan
hukum,**J",

Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON merupakan kumpulan dari
pengurusan lembaga dan/atau kumpuian orang perorangan yang
termasuk ke dalam salah satu pihak yang memiliki hak uniuk mengajukan
permhonan uji materill (fudicial review) kepada Mahkamah Konstitusl Rl
sebagaimana yang telah dipaparkan pada poin 7 {iujuh} di atas;

Bahwa PARA PEMOHON merpakan pihak yang memiliki kepehﬁngcln
untuk mengajukan permohonan uji matediil (judicial review) ini, karena
PARA PEMOHON merupckan ulama, cendekiawan dan sekaiigus
pengurus dari LPPOM MUI suatu lembaga yang memiliki fungsi sebagai
lembaga serfifikasi halal serta melakukan pemerksaan/audit dan

menerbitkan sertifikat halal;

Bahwa fungsi dari lembaga yang menaungi PARA PEMOHON lahir dar
adanya mandat yang diberikan oleh Negara untuk turut berperan akfif
dalam meredakan kasus lemak babi dan mengemban kewenangan
penerbitan serfifikat  halal terhadap produk-produk  yang beredar

dimasyarakat dengan sistem voluniary;

Bahwa mandat tersebut kemudian dilegitimasi dengan hadimya Nota
Kesepokatan Kerjasama antara Departemen Agama Repubiik Indonesia,
Departemen Kesehalan Repubilk Indonesia dan MUl pada tahun 1994,
yang dilanjutkan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama
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Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001, tnanggal 30 November 2001
dan Kepviusan Menterl Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun
2001, tanggal 30 November 2001;

Bahwa dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya tersebut PARA
PEMOHON memiliki kegiatan atau bertugas unfuk melakukan proses
serfifikasi halal, yang dimulai dari pendafiaran, pengumpulan dokumen,
audit, pemeriksaan produk sampai dengan pembuatan laporan sebelum
ditentukannya status kehalalan bahan suatu produk oleh Komisi Falwa
MUL; yang kemudian LPPOM MUl melakukan penerbitan serifikat hatal
'dengon melakukan pelabelan halal MUI terhadap produk vang telah
mendapatkan status halal:

Bahwa serifikat halal dibawah naungan LPPOM MUI telah mendapatkan
akseptasi dari masyarakat dan para pelaku usaha. Halal menjadi svatu
domain yang fidak dapat dipisahkan dari MUl terutama LPPOM Mo,
serfifikcﬁ halal felah menjadi identitas yang melekat pada LPPOM MUK

Bahwa PARA PEMOHON merupakan pihak yang memiliki kepentingan
untuk mengajukan permohonan uji materill (judicial review) Ini, karena
kegiatan atau aktivitas dari PARA PEMOHON bergerak dibidang seritifikasi
halal atau setidak-tidaknya memiliki kaitan yang erat dengan hal-hal
yang berkaitan dengan sistem seriifikasi halal yang diatur oleh UU JPH.
Karena dalam hal ini  peraturan perundang-undangan  tersebuf
merupakan ketentuan yang mengatur berkaifan dengan sistem jaminan

produk halal;

Bahwa lebih lanjut dalam proses menjalankan kegiatannya tersebut,
PARA  PEMOHON mendapatkan keluhan yang disampaikan oleh
masyarakat sehubungan dengan tfidak adanya perindungan dan

18
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19.

20.

kepastian hukum sehubungan dengan penerapan sistem mandatory
halal sebagaimana yang ditentukan oleh WU JPH dan afuran

pelaksanaannya yaitu PP JPH;

Bahwa kedua ketentuan peraturan perundong-undongan sebagaimana
fersebut pada poin 18 (delapan belas) di atas, mengalinkan
kewenangan serifikat halal dari LPPOM MUI kepada BPJIPH. Suatu badan
baru yang tidak memiliki kesiapan untuk mengemban besamya
kewenangan seritifikat halal. Keluhan yang disampaikan juga berkaitan
dengan kelidakpercayaan masyarakat dan para  peloku  uscha
terhadap BPJPH dalam menjalankan sistem jaminan produk halal, karena
haial merupakan domain uvlama yang dalom hal ini berada di bawah
noungan MUl dan LPPOM MUI;

Bahwa baik secara personal sebagai orang perorangan, Para Ulama
ataupun sebagai perwakilan darn masing-masing lembaga, PARA
PEMOHON secara jelas, meyakinkan dan tanpa keraguan dalam hal ini
memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil
{judicial review) UU JPH terhadap UUD NRi 1945, yang 'bertujucn uniuk
melindungi kepentingan dan menjamin hak-hak yang dimiliki oleh PARA
PEMOHON, masyarakat, dan pelaku usaha berkaitan dengan seriifikasi
halal dan tferciptanya kepastian hukum mengenai serifikasi halal di

tengah-tengah kehidupan masyarakat.

SEHINGGA:
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HALAL" TERHADAP “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DALIL-DALIL.  PARA PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI
MATERIIL (JUDICIAL REVIEW) ATAS “PASAL 5, PASAL &4, PASAL 47 AYAT (2) DAN
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL” TERHADAP “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 1945"

Bahwa adapun hal-hal yang menjadi dasar dan/atau dalil-dalil dari PARA
PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Ujl Materiil {Judicial Review) atas
“Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” terhadap “Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945” adalah sebagal berikut:

ALASAN PERTAMA : PROSES LAHIRNYA “UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRObUK HALAL” BERTENfANGAN
DENGAN RASA KEADILAN DI MASYARAKAT & HUKUM
YANG HIDUP D! MASYARAKAT

21. Bahwa Alinea Keempat Pembukaan BUD NRI 1945 (BUKT! P-24) telah

dengan fegas menjelaskan bahwa:

*Kemudian daripada itu untvk membentuk sualuy Pemerintiahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tvmpah darah Indonesia dan valuk memajukan kesejahferaan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial, maka disusunfaoh kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam

21



)

© H. IKHS

O
O

OQL 08

AN ABDULLAR & PARTHER

22.

23.

suaty  Undang-Undang Dasar Negara Repubik  Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persafuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin  oleh hikmat kebijjaksanaan  datam
Pemmusyawaratan/Perwakilan, serfa mewujudkan suatu Keadilan Sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Bahwa selanjutnya “Batang Tubuh* UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3)
dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan svafu negara

hukum, sebagaimana Kami kutip:

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia 1945

{3} Negara Indonesia adalah negara hukum”

Bahwa apabila dikaitkan dengan Penjelasan UUD NRI 1945 (BUKT! P-25)
berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Negara. Sisiern Pemerintahan
Indenesia adalah:

. Indonesia, ialoh negara yang berdasar atas Hukum [Rechisstaat).

I.  Negara Indonesic berdasar atas Hukum (Rechisstaat], tidak

berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

Il Sistermn Konstitusionil

2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi {hukum dasar)

fidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)".
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24,

25.

Dari ketentuan yang terdapat pada UUD NRI 1945 sebagaimana tersebut
di atas makin lah jelas bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan
pemerintahan indonesia didasarkan atas hukum yang dibutuhkan oleh
masyarakat dan hukum tidak dapat digunakan dengan sewenang-

wenang;

Bahwa berdasarkan  landasan  konstitusi  tersebut  diatas, maka
Pembentukan Undang-Undang tidak terkecuall Undang-undang Nomior
33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produvk Halal harusiah setidak-Hidaknya
mengacv pada vsaha untuk:
1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia;
memajukan kesejahteraan umum;

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, $.H., mengemukakan terdapat 12 (dua
belas) prinsip pokok dari Negara Hl;kum {BUKTI P-24), yaitu:

Supremasi Hukum {Supremacy of Law);

Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law);

Asas Legalitas {(Due Process of Law);

Pembatasan Kekvasaan;

Organ-Organ Eksekutif Independen;

Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;

"9 o0 T o

Peradilan Tata Usaha Negara;

s @

Peradilan Tata Negara;

Perlindungan Hak Asasi Manusia;
j- Bersifal Demokrasi;
K. Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara;

L Transparansi dan Kontrot Sosial,
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26.

27.

28.

Bahwa salah satu piinsip yang dikemukan diatas adalah  Prinsip
Pembatasan Kekvasaan, sehingga fidak adanya pemegang kekuasaan
yang menggunakan kewenangannya secara  sewehang-wenang.
Pembatasan yang dilakukan terhadap kekuasaan berimplikasi kepada

dibatasinya kewenangan yang dimiliki;

Bahwa oleh karena terdapat pembatasan kewenangan sebagaimana
dijelaskan di atas, maka dar ifu undang-undang yang dibentuk oleh
Pemerintah dan DPR, jangan sampai hanya memenuhi prosedur secara
formal. Aspek Materiil harus mendapatkan perhation yang lebih, agar
fidak ada ketentuan peraturan perundong-undangan yang secara
substansi dapat merugikan kehidupan masyarakat, tidak melindungi
segenap bangsa dan selurvh tumpah darah Indonesia, teriebih
kehidupan warga negara Indonesia, dalam hal inl perlu adanya
perlindungan dan penghargaan terhadap perjuangan Ulama yang juga
bertindak sebagai PARA PEMOHON dalam permohonan wuji materiil
{judicial review) ini, yang telah berkiprah selama 30 (liga puluh) tahun
lebih, berkecimpung didunia halal dan melindungi kepentingan
masyarakat dalam memberikan kepastian terkait dengan kehalalan

suaiv produk;

Bahwa pembentukan UU JPH tidak mampu secara tepat membidik
persoalan yang ada di masyarakat, yang mana seharusnya Pemerintah
dalam membuat suatu peraturan  perundang-undangan  haruslah
mengedepankan tujuan untuk mensejahterakan dan upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat. UU JPH yang dimohonkan uji materiil (judicial
review} ini, seolah-olah dibentuk untuk menyelesaikan masalah sosial
(halal) yang ada di masyarakat, namun pada kenyataannya jusiru
membuat masdlah sosial yang baru di masyarakat, yakni "meresahkan
kehidupan dimasyarakat sehubungan dengan kehatalan suatu produk
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dan sistem serifikat halal itu sendiri, karena telah mencabut hukum yang
telah lama hidup di masyarakat selama 30 (tiga puluh) tahun dengan
membentuk suatu badan baru yaitu BPIPH;

Bahwa begitu pula Penjelasan UUD 1945 Bagian C. Sitem Pemeriniahan
Negara angka VI Kekuasaan Kepala Negara tidak tak ierbatas.
Meskipun Kepadla Negara tfidak bertanggungiawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, fa bukan “dikiator”, arinya kekvasaan yang ada

bukanlah suatu kekvasaan yang tidak terbatas;

Bahwa coleh karena itu “Proses pembentukan undang-undang sangatich
penting untuk dicemati, jongan sampai Pembentukan undang-undang
yang telah memenuhi prosedur formal, namun substansi dan nilgi-nilai
yang di embannya sangat merugikan masyarakai, dalam hal ini PARA
PEMOHON yang telah berjuang dalam mengagjarkan dan menanamkan

nilai-nilai berkaitan dengan “halal” di masyarakat;

' Bahwa jumiah dari PARA PEMOHON sangatich banyak dan tersebar di

seluruh provinsi di seluruh Indonesia, hingga oleh karena iiu lahimya BPJPH
yang dibenfuk oleh Pemerintah sangatlah merugikan banyak pihak
dalam hal ini pihak-pihak yang menjadi PARA PEMOHON dalam

pemohonan ini;

Bahwa diundangkannya YU JPH berimplikasi kepada pengambilalihon
kewenangan yang dimiliki LPPOM MUl dalam hal ini PARA PEMOHON
sebagat suatu lembaga yang memiilki fungsi serlifikasl halal dan telah

mendapatkan diterima di tengah-tengah masyarakat;
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34.

35.

36.

37.

Bahwa dalam hal ini Pemerintah telah melakukan pengabaian hak-hak
yang dimiliki oleh PARA PEMOHON dengan fidak memberikan penguatan
dan jusiru menghapuskan eksistensi LPPOM MUI dari masyarakat;

Bahwa keberadaan seriifikasi halal diinisiasikan oleh MU melalui LPPOM
MUI, sehingga fungsi dari serfifkasi halal telah melekat kepada LPPOM
MUI dan menjadi suatu hal yang tidak sepatutnya diambilalih secara

sepihak oleh negara;

Bahwa seiring berjalannya wakiu felah Iahidah suatu hukum yang telah
mengakar secara kuat di tengah-tengah masyarakat, bahwa halal
merupakan domain dan kewenangan yang dimiliki oleh MUl melaiui
LPPOM MUL

Bahwa tidak diindahkannya hukum yang hidup di masyarakat membuat
L8 JPH menjadi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang
fidak memiliki aspek materiii atau substansi sesuai dengan kehendak

masyarakai;

Bahwa berkaca dar Negara Malaysia, dimana lembaga sertifikasi halal
sebelumnya merupakan lembaga non pemerintahan yang telah
mengusahakan dan mempraktekkan serfifikasi halal untuk melindungi '
umat Muslim di Malaysia, Pemerintah Malaysia kemudian meneguhkan
kedudukan lembaga halal tersebut kedalam Jabatan Kemajuan Islam
Malaysia (selanjutnya disebut sebagal “JAKIM”) (BUKTI P-27);

Bahwa hal ini sangatlah berbeda jauh dengan Pemelintah  Republik
indonesia, dimana PARA PEMOHON/LPPOM MUI teiah lama berdir, telah
memiliki kanfor di sefiqp provinsi, telah memiliki auditor halal sebanyak

1.058 {seribu lima puluh delapan} auditor, yang bemaung dibawah Mt
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39.

dan berada di setiap provins di seluruh Indonesiq. Namun, kemudian
Pemerintah justru mengambil kewenangan tersebut dari LFPOM MUl dan
mengabaikan seluruh perjuangan dan eksistensi LPPOM MU} selama 30
{tiga puluh} tahun dalam memberikan perlindungan dan kepastian akan
produk halal;

Bahwa pada kenyafannya BPJPH belum siap untuk mengemban
kewenangan sistem JPH pada tanggal 17 Oklober 2019, karena belum
efektifnya keorganisasian dari BPJPH dan ketentuan pendukung lainnya;

Berdasarkan dalil-daiit, fakia hukum, dan fakta sosial yang telah Kami
sampaikan di atas, sangatiach felas, meyakinkan dan tanpa keraguan
bahwa proses lahirmya UU JPH bertentangan dengan Rasa Keadiian cli
Masyarakat dan Hukum Yang Hidup di Masyarakat;

SEHINGGA:

ALASAN KEDUA: “PASAL 5 DAN PASAL & UNDANG-UNDANG NOMOR 33

TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”
BERTENTANGAN DENGAN “PASAL 27 AYAT (2), PASAL 28
C., PASAL 28E AYAT {2), DAN PASAL 29 AYAT (2) DAN
ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945”
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O
)

O
O 41. Bahwa berawal dan permyataan Prof. Dr. Ir. Trf Susanto, M.Sc., mengendi
(;I beberapa jenis makanan dan minuman yang mengandung lemak babi
dalam Buletin Canopy (Januvari 1988), yang diterbitkan oleh Fakultas
(W Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. Persoalan berkaitan dengan
F ! sehalalan suatu produk mulai mengemuka. Pada awalnya disebutkan
C) bebrrapa merk produk (makanan, minuman dan kosmetika), yang
O did' »2 mengandung bahan-bahan haram : seperti gelatin, shortening
: "o dan lemuk, Yang sangat mungkin berasal dard hewan babi dan
o e emenchel dyrunannya. {Sumber: LPPOM MU, Dari Serfifikasi menunju
{:‘ ‘) Cor e ki), Pustaka Jumal Halal LP-POM MU, 2008, him.27-28);
.-
©ik tersebut diatas mengganggu ketenangan batin umat,
- .- situasi dunia indusin pangan, stabilitas ekonomi dan politik

: o T yvang menjadi alasan didinkannya LPPOM MUI oleh MU

“aputusan Nomor 018/MUI/1989, tanggal é Januari 1989

ot gl 1409 H, dan untuk perfama kali dipimpin oleh Dr.Amin

' cisidur, yang kemudian pada tanggal 1 Desember 1993

- _ v wsiat ferpilih secara bulat Prof. dr. Aisyah Glrindra, Guru -

< 2t Kimia, sebagai Direktur LPPOM MUI [LPPOM MUL Jurndl
akan Ummat”, Nomor 59 Tahun X, 2005, him.27});

it FPOM MUI yang diinisasikan oleh MU merupakan suatu

Anoziikan oleh Negara kepada MUL. Terjadinya keresahan

k S “ragah masyarakal sehubungan dengan kepastian kehalalan
~endorong lahimya LPPOM MUl untuk melakukan tugas

nirleng halal, yang mana hal tersebut mendapatkan

“ivst darl Negara dengan dilakukannya Kerjasama

- ¥esepakatan Kerjasama yang ditanda tanganl oleh

oy

Republik Indonesia, Depariemen Kesehatan

sk, dan MUL yang selanjutnya Nota Kesepakatan
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44,

45.

tersebut dituangkan ke dalam suatu Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 518 Tahun 2001, tanggal 30 November 2001 don
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001,
tanggal 30 November 2001 sebagai benfuk legifimasi Negara kepada
LPPOM MUI untuk bertindak di dalam domain serifikasi halal;

Bahwa LPPOM MUt adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk meneiiti,
mengkdji, menganalisis dan memutuskan apakah  produk-produk baik
pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk turunan lainnya, aman
untuk dikonsumst baik dar sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam
{memenuhi syariai agama Islam berkaitan dengan kehalalannya)
khususnya di wilayah Indonesia memberikan rekomendasi, merumuskan
ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat, dan  selanjulnya
memberikan Serfifikat halal kepada Para Pelaku Usaha yang meminta

produknya dilakukan serifikasi halal;

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor
018/MUI/1989, tanggal 6 Januvari 1989 M/ 26 Juquil' Awal 1409 H,
Adapun fugas dan fungsi LPPOM MUI dalah sebagai berikut:

"Pertama : mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkdjian
terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan

kosmetika yang berdedar di masyarakat;

Kedua : mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan
dengan upaya memproduksi dan memperjuatbelikan
suatu PRODUK, PENGGUNAAN MAKANAN, MINUMAN
SERTA OBAT-OBATAN YANG SESUAI DENGAN -AJARAN

Islam;
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46.

Ketiga - mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan
dengan peraturan-peraturan mengenai
penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan,
hidangan dalam pelayaran atau penerbangan,
pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis
bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan
kosmetfika yang dipergunckan oleh masyarakat,

khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya;

Keempat : menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu
kepada Dewan - Pimpinan MUI sebagai bohan
perfimbangan dalam merumuskan kebijakan yang
berkaitan  dengan pengolahan, jual beli  dan
penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmefika:

dan

Kelima : mengadakan berbagai  kegiotan dalam  rangka
menjalin kerfjosama’ dengan instansi-instansi

Pemetintah dan swasta, dalam dan luar negen.”

Bahwa uniuk memaksimalkan tugas dan fungsi LPPOM MUI dalom
menjawab tunfutan masyarakat terhadap kebutuhan jaminon halal
suaiu produk, maka telah dilakukan penataan dan penyempurnaan baik
internal mavpun eksternal. Secara internal berdasarkan Surat Keputusan
MUl Nomor: 330/MUI/IV/1991 dan Surat Keputusan MUI Nomor
414/MUI/VIILI998,  telah  dilakukan  penyempumaan  redaksional
mengendl tugas LPPOM MUI walaupun secara substansinya masih sama.
Secara ekstemal, LPPOM MUl telah membangun kemitraan -dengan
berbagai Departemen, Kementrian, Dinas/Instansi dan Lembaga

Sertifikasi Halal di luar negeri;
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47.

48.

49.

Bahwa sebagal suatu lembaga, LPPOM MUl memiliki fugas khusus
dibidang keselamatan pangan umat Isiam dar zaf-zat addifive. Secara
struktural keorganisasisan LPPOM MUI telah ada di Pusat dan tersebut di
daerah-daerah seluruh provinsi di Indonesia. Nomun unfuk memproses
mewujudkan proses serifikasi halal membutuhkan para ahli dan
dukungan sarana laboratorium guna melakukan proses permohonan
serfifikasi halal. Artinya proses sertifikasi halal di LPPOM MU menggunakan
mefode peneliian dar laboratorium dan  figih, sehingga hasiinya
memenuhi kebuiuhan umat;

Bahwa disamping LPPOM MUI melakukan sertifikasi halal untuk produk
vang berasal dan beredar dari dolam neger, LPPOM MUl juga
mengadakan kerfjasama dengan lembaga sertifikasi halal di berbagai
belahan dunia melalul suatu Lembaga Halal Dunia yaitv Dewan Halal
Dunia/World Halal Council (selanjuinya disebut sebagai "WHC™) yang
dirintis sejak tanggal é Desember 1999. Tema besar yang diangkat Dewan
WHC ini adalah masalah standarisasi halal termasuk prosedur maupun
serfifikasinya, mengingat organisasi yang mengeluarkan sertifikasi di
berbagai negara memiliki prosedur dan standar yang berbeda-beda.
Sebagai langkah awal, WHC menerapkan setfifikasi dan standarisasi haial
yang digunakan di Indonesia. Bahkan WHC bemaksud mengajukan
standar halal kepada Lembaga Internasional World Trade Organization

{selanjtunya disebut sebagal “WTO™);

Bahwa berkaitan dengan sistem mandatory halal yang diterapkan
berdasarkan VU JPH, ini merupakan ketenfuan yang melanggar prinsip

yang diatur di dalam General Agreement on Tanifs and Trade (GITA)
dan/atav WTO;
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50.

51.

52.

Bahwa terdapat piinsip yang disebut dengan Most Favoured Naticn
(MFN) dimana suatv negara tidak diperbolehkan unfuk membedda-
bedakan mlra dagang dari negara-negara  manhapun dengan
memberikan kemudahan mitra dagang dari salah satu negara dan/atav

mendiskriminasi mitra dagang dari negara lainnya;

Bahwa dalam hal ini tindakan diskiminasi yang dilakukan oleh Negara
adalah memberikan suatu persyarafan wajib sertifikasi hatal terhadap
produk-produk yang masuk dan beredar di Indonesia, hal ini jelas
menjadi memberatkan dan merupakan tindakan diskriminasi yang
dilakukan kepada mitra dagang di beberapa Negara yang memiliki

produk halal namun tidak memiliki sertifikasi halal terhadap produknya;

Bahwa dalam hat ini jelas ketentuan yang terdapat pada UU JPH tersebut
merupakan ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum
Internasional khususnya pada GATT dan WTO;

Bahwa dalam rangka menjamin kerahasiaan dan keamanan terhadap

Para Pelaku Usaha yang meminta pelayanan sertifikasi halal. PARA

PEMOHON sejak tahun 1994 dalam pelayanannya telah menggunakan

prosedur baku dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  Panduvan pelaksanaannya telah dituangkan dalom Standar
Operation Procedure (SOP) dan pelayanan ini terus dikembangkan

sesuai dengan kemajuan limu Pengetahuan dan Teknologi;

b.  Serta mengintensifkan pelayanan dengan Halal Assurance System
{HAS) yang sering juga disebut dengan Sistem Jaminan Halal (5JH),
sebuah sistem yang dirancang, dimplementasikan dan dijaga oleh
pihak perusahaan dengan tujuan menjaga kelangsungan status

halal dani proses maupun mangjemen produksi guna menjamin
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produknya sesuai dengan ketetapan LPPOM  MUIL.

sorcecoraan il disampdaikan oleh Ir. Lukmanul Hakim, Wakil Direktur

Tl MU dalam presentasi yang  disampikan dalom acara

© Training on Halal Assurance System di Jakaria pada

)

Sadi, MAg., didalam bukunya “Konsfruksi Hukum &

wossleat Terhadap Serfifikasi Produk Halal: Studi Sosio-legal

o Pongkajian Pangan, Obaf-cbatan dan Kosmelika
vionesia’, Penerbit Pustaka Peldjar, Yogyakarta, Cetl,
“oleenan 50 (BUKTE P-28),  didalam catatan kakinya
s reneliian dilapangan menyebuikan dalam kurun
s o sejak 2006 s/d 2008 tercatat 1666 serfifikat
Lhton oangan jumlah produk sebanyak 24.651 produk.

~oanst, hasil kegiatan serdifikasi dipubiikasikan

- necan Majalah Jurnal Halal, yang khusus diterbitkan oleh

wenjodk nemmasalahan pokok dalam permohonan  ini

cuevsotuon Pasal 5 UU JPH (BUKTI P-29), yang menjadi
Con b tH, yang selengkapnya berbunyi:

- Momor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
o eng jawab dalam menyelenggarakan JPH.

© sebagaimana  dimaksud pada ayat {1}

vl

eemion nenyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud

tule DPIPH yang berkedudukan di bawah dan

sy Menderd.
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56.

57.

.58.

{(4) Dalam hal diperiukan, BPJPH dapat membenluk perwakilan di daerah.
(5) Kelentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH

diafur dalam Peraturan Presiden”.

Bahwa sebagdimana pernaparan yang telah PEMOHON sampaikan di
bagian Pendahuluan dan ddli-dalil PEMOHON dapat diketahui secara
jelas bahwa LPPOM MUI merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas
dan fungsi untuk menjalonkan kegiatan serfifikasi halal untuk memberikan
perindungan kepada masyarakat berkaitan dengan kehalalan suvaiu

produk;

Bohwa dengaon tercantumnya kefen’fL!Jon pembentukan  BPJPH
sebagaimana tersebut pada poin 50 (lima puluh)-di atas, menempatkan
sistem Jaminan Produk Halal {selanjutnya disebut sebagai “JPH"} berada
di bawah naungan BPJPH, suagtu badan yang berkedudukan dibawah

Kemenag Ri;

Bahwa kemudian ketentuvan berkaitan dengan kewenangan yang

dimiliki oleh BPJPH unituk melaksanakan sistem JPH diatur oleh Pasal 6 LU
JPH (BUKTI P-30), sebagaimana Kami kutip:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal

“Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

a.  merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
menerbitkan dan mencabut Serfifikat Halal don Label Halal pada
Produk;
melakukan registrasi Sertifikat Holal pada Produk luar negeri;

e. melakukan sosilisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
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refakukan akreditasi terhadap LPH;
swaicikukan registrasi Auditor Halal:
‘no inelakukan pengawasan ferhadap JPH:
aelakukan pembinaan Auditor Halal: dan
.nelakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di

widang penyelenggaraan JPH”.

.owd  dengan  dimiliki 10 {sepuluh}) kewenangan oleh BPJPH
-ebagaimmna tersebut pada poin 58 {lima puluh delapan) di atas,
merupaic . oty pengambil alihan tugas dan fungsi yang sebelumnya

il =127 TR AAYY:

. ullakukannya pengambilalihan tugas dan fungsi dari
771 sepihak oleh Negara merupakan suatu tindakan dari
—iientantangan dengan Alinea Keempat Pembukaan
ity fujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa

sk memaojukan kesejahteraan umum; .

L-atiny@ perindungan yang-dibeﬁkon oleh Negara dalam

~fengan pengambilalihan suatu kewenangan, tugas

-t suatu lembaga atau organisasi secara sepihak oleh

©ura mengabaikan sejarch yang ada. Karena pada

~-sehalalan suatu produk merupakan perjuangan yang

- LU dengan memanifestasikan LPPOM MUL sebagdai
it i bidang serdifikast halal;

. »qial mervpakan domain dari hukum agama Isiam
e wung di dasarkan dari hukum Negara. Ketentuan ini
Cheowraukan pada BAB tH Ketentuan Umum UU JPH, Pasal 1

sanielaskan bahwa:

35



COD00D00D0DDDDC

O

[

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal
“Froduk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan

syariat lskam".

Bahwa ketentuan yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-
undangan dalam hal ini suatu undang-undang tidok boleh bertentangan
dengan bagian konsideran undang-undang tersebut. Semangat
pemberian kebebasan, perindungan dan pemenuhan terhadap hak
yang dimiliki oleh pemeluk agama slam secara eksplisit dituliskan dalam
poin q, b, dan c baglan konsideran UU JPH (BUKTI P-32), sebagaimana
Kami kutip:

Poin A, B, dan C Bagian Konsideran Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tenfang Jaminan Produk Halal

"a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengomanofkém negara menjamin kemerdekqan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan unfuk beribadah menurut
agamanya dan kepercayaannya itu;

b. bahwa unfuk menjamin sefiap pemeluk agama untuk beribadah dan
menjalankan  agjaran agamanya, negara berkewdjiban memberikan
perlindungan dan jaminan tenfang kehalalan produk yang dikonsumsi
dan digunakan masyarakat;

¢. bohwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin

kehalatannya®.

Bahwa dengan adanya amanat yang diberikan oleh BUD NRI 1945
kepada Negara untuk memberikan perlindungan dan kebebasan
kepada warga negara dalam memeluk dan beribadah menunut agama

dan kepercayaannya, seharusnya menjadi dasar pertimbangan Negara
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Cesrastinn kebebasan kepada warga negara untuk menaruh

o mareka unfuk melakukan pengoturan dan

o mnione keholalan suatu produk kepada Para Ulama yang

Coouanvan ke dalam suatu wadaoh keorganisasian yaitu

sara perfimbangan untuk memberikan  jaminan

s oo wong beredar di masyarakal, dapat dijadikan

Leor raberian legitimasi kepada MUL dan EPPOM MUL
crvnerciung sistemn JPH;

cohe eccackom o syaniat agama Istam maka pihak yang

<ok awa suaty produk hanyalah Para Ulama
c2tansi di dalom hukum Islam dalam hal ind

oLsprgaroh ayat 168 telah secara tegas

R N (I RV RN L R RE
W& A Los o ol o

ERBNCRESE YRRl

oot fee dlardi halalan tayyiban wala

3w Jakum Aaagduwwun mubeenun

- g halal lagi baik (thoyyib) dari apa
Looun cios [0 gskah kamu mengikuti langkah-longkah
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68.

69.

Syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata

bagimu”.

Bahwa selanjuinya Al-Quran Surat Al-Bagarah ayat 173, secara tegas

menyatakan:

innama  harrama Aacglaykumu almaylata  waalddama waiahma
alkhinzeeri wama ohilla bihi lighayri Allahi famani idiurra ghayra baghin

wala Aaadin fala ithma Aaadlayhi inna Allaha ghafoorun raheemun

Surat Al-Baqarah ayat 173 )

“Sesungguhnya Allah hanya mnegharamkan bagimu bangkai, daging
babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebuf fnama) selain Allah.
Tetapi barangsicpa dalam keadaan ferpoksd {[memakannya) sedang
diag tidak menginginkannya dan fidak (pula) melampaui batas, maka
fidka ada dosa baginya. Sesungguhnya Afla hMaha pengampun lagi
Maha Penyayang”.

Bahwa selanjuinya Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3, menyatakan:

% 2 ¢ -~ = PR L S e
ap allb 30 7aliay a2 20Uk B 1SSl St
U V1 Adad 43T g ds kBl B35aaly 555550 A5saialls

L E§% T I ST
G 2S5 0 pYING 1pAEET 0Ty Gladl B 55 g 2285
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Hurrimat Aaalaykumu almaytatv waalddamu walahmu alkhinzeeri wama
ohilla lighayri Allahi bihi waalmunkhaniqaty waalmawqoothatu
waalmultaraddiyafy waalnnateehaly wama akalg alssabuAAu illa ma
thakkaylum wama thubiha Aaala alnnusubi waan tastagsimoo bialazlami
thalikum fisqun alyawma yaisa allatheena kafaroo min deenikum fala
fakhshawhum waikhshawni olyawma daimaliu  jokum  deenakum
waatmamiv Aalaykum niAAmatee waradeety lakumu alislama deenan
famani idlurra fee makhmasalin ghayra mutajanifin lithmin fainna Allaha

ghafoorun raheemun

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 3

"Diharamkan bagimu {memakan] bangkail, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelfih afas nama selain Allah, yang tercekik, yang
terpukul, yang jatuh, yang difanduk, dan diterkam binatang buas, kecuall
yang sempat kamu menyembelihnya, dan [diharamkan bagimu} yang
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan jugal mengundi nasib
dengan anak panch, {mengundi nasib dengan anak panch itu adalah
kefasikan., Pada har ini orang-crang kaofir felah putus asa unfuk
fmengalahkan} agamamu, sebab itu janganiah kamu takut-kepada
mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan

untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmaf-Ku,
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- Lericinal Islam dtu jadi agoma bagimu. Maka barang siapa

[EORS:

v wefaparan fanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya

i CEnicidinpun lagi Maha Penyayang”.

w2 U8 JPH secara tegas memberkan  definisi

- Fronisk Holal sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

s froduk yang telah dinyatakan halal sesual dengan

T 17 ayat (3) UU JPH (BUKTI P-33) kembali
~ e dengan  ketentuan  bahan  yang  halal,
' p.1-Undang Nomeor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

< e ool hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

g o], kecualil yang diharamkan menurut syariait.

i fegaskan lagh oleh Pasal 18 UU JPH (BUKT! P-34),

. hagai berikut:
0 cenor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

co o hewan yang diharamkan sebagaimana

cont 13 melipudi;
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74.

c. babkdan/atau

d.  hewan yang disembelih tidak sesual dengan syariat.

(2} Bahen yang berasal dai hewan vang diharamkan selain
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) difefapkan oleh Menteri
berdasarkan Fatwa dari MUF.

Bahwa selanjutnya Pasal 19 UU JPH (BUKTI P-35) secara tegas

menegaskan:

Pasal 19 Undung-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal . -

“{1} Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih
sesuadi dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serfa
kesehatan masyarakat veteriner.

(2} Tuntutunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan perafuran  perundang-

undangan”.

-Bahwa lebih lanjut Pasai 20 VU JPH {(BUKTI P-36), kembali menegaskan :

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal

“{1) Bahan yang berasal dari fumbuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2] huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang
memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang

mengonsumsinya.
{2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasitkkan melalui

proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genelfik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat [2) huruf ¢ dan huruf d

diharamkan jika proses pertumbuhan dan/alau  pembuatannya
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75.

76.

77.

tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang
diharamkan.
{3} Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan

ayat (2) ditetapkan oleh Menter berdasarkan fafwa MUP.

Bahwa berdasarkan, Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (3}, Pasal 18, Pasal 19
dan Pasal 20 UU JPH, telah secara jelas, fegas dan nyaia bahwa HALAL
merupakan ranah huvkvem islam (Figih), satu-satunye lembaga yang
berwenang uniuk mengurusi masalah halal, adalah mervpakan ranah
serfa kewenangan mutlak dari MUI, sebagai suafu organisasi yang

menaungi berbagal organlsasi agama islam yang ada di Indonesia;

Bahwa findakan pengambilaglihan kewenangan sistem JPH dar LPPOM
MUI kepada BPJPH berdasarkan UU JPH khusushya poda Pasal 5 dan
Pasal 6, merupakan tindakan dan ketentuan hukum yang memifiki
koniradiksi dan ketfidakbersesuaian dengan bagian Konsideran UU JPH
dan amanat yang diberkan oleh UUD NRi 1945;

Bahwa pengambilalihan kewenangan sistem JPH dard LPPOM MU
berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 YU JPH, merupakan suatu pelanggaran
terhadap Pasal 27 ayat {1). Karena dengan diambilalihnya kewenangan
LPPOM MUIL, membuat LPPOM MU! tidak dapat menjalankan tugas dan
fungsi sebagaimana mestinya. Mengingat LPPOM MUl felah tersebar
setidak-tidaknya di 33 (figa puluh tiga} provinsi di Indonesia, maka
setidaknya akan ada 2.000 {dua ribu) staf dan/atau karyawan dari
LPPOM MUl yang akan kehilangan pekerjoannya dan  tidak
mendapatkan penghasilan untuk menghidupi kelvarganya, sehingga
fidak terjaminnya hak-hak dari staf dan/atau karyawon dalam hal ini
PEBMOHON sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 27 ayatl
{2} UUD NRI 1945 (BUKT! P-37):
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78.

79.

80.

81.

82.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubilk Indonesia 1945
{2} Tiop-fap warga negara berhak atas pekerjoon dan penghidupan
vang layak bagi kemanusiaan”.

Bahwa dalam hal ini Pemerintah melakukan pengundangan UU JPH
dengan kembali melakukan pengabaian terhadap hak-hak yang dimiliki
oleh PARA PEMOHON dan seluruh staf juga karyawan dari LPPOM MUI

Pusat maupun provinsi yang tersebar diseluruh provinsi di Indonesia;

Bahwa pengundangan UU JPH tersebut dapat merenggut penghidupan
yang layak bagi keluarga dari PEMOHON dan staf juga karyawan LPPOM
MUl, karena diambildlinnya kewenangah LPPOM MUI membuat seluruh
staf dan karyawan LPPOM MU tidak dapat melakukan pekerjaannya lagi;

Bahwa karena para staf dan karyawan LPPOM MUl tidak dapat
melakukan pekeraannya lagi, membuat mereka okan kehilangan,
pekerjaan dan fidak lagi mendapatkan penghasilan sebagaimana

meslinya yang selama ini terjadi;

Bahwa penghasilan yang di dapatkan oleh staf dan karyawan LPPOM

MU digunakan uniuk menafkahi keluarga dan memenuhi  sefuruh

kebutuhan keluarganya;

Bahwa findakan dari Pemernintiah yang melakukan pengundangan
terhadap UU JPH yang bermplikasi kepada hilangnya pekeriaan dan
penghasilan yang dmiliki oleh staf dan karyawan LPPOM MUl
berteniangan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam
yaity pada Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 29, sebagaimana Kami kutip:
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anfusakum inna Allaha kana bikum raheeman

Al-Qur'an Surat An-Nisaa’ ayat 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganiah kamvu saling memakan haria
sesamamyu dengan jalan yang baiil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di anfara kamu, Dan janganiah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnyg Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu®.

Bahwa keteniuan loin berkaitan dengan larangan untuk menghalangi
rezeki orang lain juga terdapatl di dalam hadist yang diriwayatkan Abu
Dawud dan Daruquthni yang kemudian di shahihkan oleh Syaikh Al-
Albani datam Shahihul Jami (BUKTI P-38), sebagairmana Kami kutip:

Hadist Riwayat Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani
dalam Shahihut Jami’ No.7642

"“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuall dengan kerelaan

dirinya”.

Bahwa diundangkannya UU JPH khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 yang
mengambil alih kewenangan dari LPPOM MUl yang berimplikasi kepada
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86.

87.

hilangnya pekerjaan dan penghasiian dari PEMOHON, staf dan karyawan
LPPOM MUI merupakan kefentuan peraturan perundang-undangan yang
bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 27 ayat {2} BUD NR}
1945;

Bahwa terdapat amanat konstitusi yang menentukan seseorang dapat
memperoleh manfaat dari iimu pengetahuan yang ia miliki demi

meningkatkan kudilitas hidupnya, sebagaimana Kami kutip:

Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

“(1} Sefiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhok mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaaf dari ilmu pengefahuan dan feknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan  kualfitas hidupnya dan demi kesejohteraan umat
manusia **;

{2) :Seﬁcrp orang berhak unfuk . memagjukan diinya dalom
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk  membangunan

masyarakat, bangsa dan negaranya.**)"

Bahwa urgian Kami sehubungon dengan pengambilalihan kewenangan
dari LPPOM MUI oleh Pemernntah berdasarkan YU JPH merupakan suatu
tindakan pembatasan terhadap hak yang dimiliki oleh PARA PEMOHON,
staf dan karyawan LPPOM MUI;

Bahwa LPPOM MUl merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi dan
tugas uniuk melakukan proses serfifikasi halal, sehingga staf dan
karyawan dari LPPOM MUl merupakan orang-orang yang memiliki

pengetahuan dan kompetensi di bidang sertifikasl halal;
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89.

90.

1.

Bahwa LPPOM MUl merupakan wadah bagi staf dan karyawan tPPOM
MUl untuk melakukan pengembangan diinya dapat upaya pemenuhan
kebutuhan dasarmnya dan untuk meningkatkan  kudgiitas hidupnya

berdasarkan penghasilan dan pekerjaan yang mereka miliki;

Bahwa dengan fidak dimilikinya lagi kewenangan untuk melakukan
serfifikasi halal oleh LPPOM MUI, membuat seluruh siaf dan karyawan dari
LPPOM MUI sudah fidak dapat melakukan pengembangan diri terhadap
kompetensi dan pengetahuan yang mereka miiki di LPPPOM MUI
berkaitan dengan seriifikasi halal;

Bahwa dengan demikian Pasal 5 dan Pasal 6 Ul JPH merupakan suatu
peraturan  perundong-undangan  vyang tidak  sejalan  dan/atau
bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 28C UUD NRI karena
telah merampas hak dari PARA PEMOHON, staf dan karyawan LPPOM MUI
uniuk mengembangkan dii melalui pemenuhan kebutuhan dosdrnyd

juga memperoleh mcm,fc!o‘r untuk meningkatkan kualitas hidupnya;

Bahwa UUD NRI 1945 melalui Pasal 28E ayat {2) (BUKTI P-S?) membetrikan
hak kepada warga negara berupa hak atas kebebasan menyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikapnya, sebagaimana Kami

kutip:

Fasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945
"f2) Setiap ocrang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap, sesudi dengan hati nuraninya”.
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reona serfifikasi halal merupakan inisiatif yang dimiliki

~
R

aiuk memberikan perlindungan kepada masyarakat

-2t yang di cetuskan oleh Para Ulama merupakan

vong dimiliki oleh Para Ulama sebagaimana
o Pasal 28E ayat {2) UUD NRI 1945 sebagaimana

Hama  sehubungan dengan  sertifikasi  halal

2000000

21 oyang membentuk suatu lembaga bemama

A‘\

- oban tugas dan fungsi dalam memberikan

<wirakat ferhadap produk yang haram;

FaER

v berus hidup selama 30 {tiga puluh) tahun beriringan
LR MUIL di tengah-tengah masyarakat untuk

+ ugo kKepastian sehubungan dengdn serifikasi

Cccnnya BUJPH fidak hanya saja mengambilalin

fetapi mengambildlih secara sepihak inisiasi

inn jerkait dengan sertifikasi halal;

“wenarg jelas terihat bahwa YU JPH khususnya

. oovomosuofu ketentuan yang bertentangan
20 WD NRI 1945, karena ketentuan tersebut

cn woliaasi kepada inisiasi Para Ulama untuk

woann sapfifikasi haladl yaitu LPPOM MUIL untuk

2o ielagh berhasil hidup dan diterima oleh
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99.

100.

101.

102.

masyarakat selama 30 ({figa puluh) tahun, namun justru mengambilalih
kewenangan LPPOM MUI dan inisiasi Para Ulama terkait konsep sertifikasi

halal;

Bahwa Pemerintah dalam hal ini melakukan pembatasan kepada warga
negara untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan
sebagaimana yang telah dipaparkan di otas bahwa halal merupakan
ranah dar hukum Islam, sehingga hakhal yang berkaitan dengan urusan
fersebut menjadi domain dar Para Ulama sebagai seseorang yang
memiliki kempetensi dan pengetahuan mengenat hukum islam;

Bahwa dalam hal ini masyarakat sangat menghomati peran dari Para
Ulama untuk menentukan ketentuan-ketentuan berkaiian dengan hukum
Islam. Hal fersebut yang mendasar diterimanya LPPOM MUI sebagai

lembaga representailf Para Ulama untuk menaungi serdifikasi halal;

Bahwa untuk menjomin kepastian hukum di masyarakat berkaitan
dengan kehalalan suatu produk yang notabenenya merupakan domain
hukum Istam, maka halal ity adalah hukum, sehingga hal tersebut

merupakan kewenangan mutlak Para Ulama melalui Komisi Falwa MUL;

Bahwa hal fersebuf dilakukan agar tidak adanya kesalahan yang
dilakukan ocleh pihak yang menjalankan kewenangan tersebut,
kesalahan tersebui dapat terjadi karena adanya kefidaksesucian antara

kebijakan yang dikeluarkan dengan hukum Isiam yang ada:

Bahwa potensi kesalahan-kesalahan fersebut justru akan meiahirkan
keresahan di tengah-tengah masyarakat yang berimbas kepada fidak

dijalankannya ibadah oleh masyarakat sesuai dengan agjaran dan hukum

{stam;
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103. Bahwa kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah

104

sesuai dengan agama dan kepercayaannya juga diatur oleh konstitusl,
tepatnya oleh Pasal 29 ayat {2) UUD NRI 1945 (BUKTI P-40), sebagaimana
Kami kutip:

Pasal 29 ayat (2) Undang-U¥ndang Dasar Negara Repubiik Indonesia 1945
“Negara menjamin kemerdekaan fiap-fiap penduduk unfuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya ifu".

Bahwa kedudukan Ulama sebagal hamba yang takut Repada Allah SWT
i2bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran Surat Al-Fathir ayat 28
sebagal berikut;

-
2 Y

O ayis il Lalsd (w3 203G A0 g3

Wamina alnnasi waalddawabbi waalanAAami mukbialifun alwanuhu
e:thalika innama yakhsha Allaha min Aaibadihi alAAulamao inna Allaha

~uaciieezun ghafoorun

s an Surat Al-Fathir ayat 28
oo demikian  [pula) di anfara manusia, makhiuk bergerak yang
- owa dan hewan-hewan terngk ada yang bermacam-macam
i@ {dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takuf
Io-Nya hanyalah para vlama. Sungguh, Allah Mahaperkara, Maha

s omrnpun®,
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105. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas Para Ulama merupakan hamba

106.

107.

108.

109.

110.

yang takut kepada Allah SWT diantara hamba-hamba Allah SWT vang
ldinnya. Dengan demikian Para Ulama akan melaksanakan hukum slam

dan menempatkan kebenaran yang ada pada tempatnya;

Bahwa apabila dikaitkan kepada sistem  serfifikasi halal, maka
melekatnya kewenangan untuk menjalankan sistem sertifikasi halal pada
Para Uloma yang diwakitkan oleh LPPOM MU! membuat dapat
dijaminnya akan kebenaran seriifikasi halal yang dikeluarkan terhadap
produk yang beredar di masyarakat;

Bahwa karena ketakutanya Para Ulama terthadap Allah SWT membuat
segala proses sertifikasi halal akan dilaksanakan sesudi dengan ‘syaiiat

Isiam tanpa adanya kecurangan atau tipu daya dalam prosesnyaq;

Bahwa hal fersebut dapat melahirkan sebuah kesesuaian antara
pelaksanakan proses sertifikasi holal dengan syariat Islam yang mengatur
hal tersebut, sehingga sangatich tepat apabila sistem sertifikasi halal
berada di bawah naungan Para Ulama dan/atau LEPOM MUI;

Bahwa adanya ketakutan penyalahgunaan kewenangan apabila
kewenangan serfifikasi halal diambilalh  dai Para Ulama. Kefika
kewenangan sertifikasi halal sudah dimiliki oleh pihak-pihak selain ulama
yang fidak memiliki ketakutan kepada Allah SWT;

Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang mungkin untuk dilakukan
adalah diberikannya  sertifikat halal terhadap suatu produk yang

notabenenya fidak halal yang berdampak kepada dikonsumsinya

_produk haram oleh umat Islam yang mana hal tersebut sangatiah

bertentangan dengan hukum Islam;
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TH1.

112.

Bahwa untuk mencegah tefiadinya hal fersebut diperiukan instrumen
hukum yang melegitimasi kewenangan sertifikasl halal pada Para Ulama.
Bukan justru mengambilalih kewenangan tersebut, yang mana ketentuan
pada Pasal 5 dan Pasal 6 BY JPH secarq jelas dan nyata bertentangan
dengan Pasal 29 ayat {2} UUD NRI 1945:

Bahwa dari fakta-fakta hukum, sosial, dan sejarah serlifikasi halal yang
telah Kami paparkan di atas, pembentukan BPJPH oleh Pemerintah
Republik Indonesia meialul Pasal 5§ dan Pasal & UY JPH yang
mengambilalih kewenangan MUI dan LPPOM MUl berkaitan dengan
seriifikasi halal mergpakan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlentangan dengan amanat konstitusi yaitu Alinea Kéempat -
Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat
(2), dan Pasal 29 ayat (2) BUD NRI 1945, sehingga Pasal 5 dan Pasal 6 UU
JPH haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekvatan hukum menglkat.

SEHINGGA:
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BALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL YANG BERHAK
MENENTUKAN STANDAR SESUATU MAKANAN, MINUMAN,
JERANT GUNAAN, OBAT-OBATAN ATAY KOSMETIKA SESUAI

st KETENTUAN HALAL ATAU TIDAK HALAL ADALAH
Lo izAN MAJELIS ULAMA - INDONESIA, SEHINGGA

7 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG

VAOR 53 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK

LR

AR

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT {2),

S1UBC, PASAL 28E AYAT (2), DAN PASAL 29 AYAT (2}

ENDAMG IINDANG .DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PR

RN

2

Loy

[

M

cettoitan dengan Kerja Sama  Internasional

wininan produk halal diatur oleh Pasal 47
e {BUKTIP-41):

L3

3} Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2014

. el ety Blsalegl
TR P L 110 {'g@(i”}g

soandg dimaksud pada ayat {1) fidak periu
eordtal Halalnya  sepanjang  Sertifikat  Halal
wwi il fuar negeri yang felah melakukan kerja

woanecina dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

=g dirnoksud podd ayat (2) wajib diregistrasi

e di Indonesia”,

oo oo Kerja Sama Internasional diatur oleh

Yo Posal 28 ayat (5) {(BUKTE P43) Peraturan

ol 2047% dentang  Peraturan Pelaksanaan
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114,

Undang-Bndang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
(selanjuinya disebut sebagai “PP JPH"), sebagaimana Kami kutip:

Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal

“(2) Keg sama infernasional  dalom penilaian  kesesuaian
sebagdimana dimaksud dalam Pasal 25 ayaf (2] huruf b meliputi:

a.  saling pengakuan; dan

b.  saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian;

Pasal 28 cfyci (5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal

“{5] Petjanjian keberterimaan terhadap sertifikat halal fuar negeri
sebagaimana  dimaksud pada ayaf (2] dilokukan oleh  BPJPH
dalam koordfﬁcsi dan konsulfasi dengan Menteri dan menfer yang
menyelenggarakan urusan pemerinfahan di bidang urusan luar negeri
beriakyu fimbal balik™.

Bahwa kefja sama saling pengakuvan dan saling keberterimaan hasil
penilaian kesesvalan atas serifikat halal lvar negeri sebagdimana
tersebut di atas, dilakukan BPJPH dengan hanya berkoordinasi dan
berkonsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemeriniahan di bidang urusan luar negeri, tanpa melibatkan MUI
sama sekall padahal kewenangan untuk menyatakan kehalalan produk

dan Kesesuaian syariah mutlak kewenangan dari MUI;

Bahwa seharusnya uniuk kerja sama saling pengakuan dan saling

keberteimaan hasil penilaian kesesudian atas sertifikat halal lvar negeri
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117,

i18.

119.

.
adaiah merupakan kewenangan MUI, karena penetapan kehalalan

produk merupakan kewenangan yang dimiliki oleh MU, sebagaimana

'~ ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 angka 2 YUIPH (BUKTI P-44}:

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal

"{2) Penetapan kehalaian FProduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penefapan Halal
Produk.

Bahwa fidak dilibatkannya MU, pada kera sama  internasional
sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 ayat {2), dan ayat (3) UU JPH
jelas telah mereduksi dan mengambil alih kewenangan yang dimiliki

oleh MUl berkaitan dengan penetapan kehalalan produk;

Bahwa atas kerja sama intemasional saling pengakuan dan saling
keberterimaan, berimplikasi kepada tidak dilakukannya lagl proses
Serfifikasi Halal oleh MUI dengan dasar adanya konsep saling pengakuan
terkait kehalalan suatu produk. Ketentvan ini mengabaikan tentang

penilaian standar kehalalan yang menjadi kewenangan MUI;

Bahwa definisi yuridis Produk Halal diatur oleh Pasal 1 angka 2 UU JPH,

sebagaimana Kami kutip:

Pasal 1 angkea 2 Undang-Uindang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal
"Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan

syariat Islam"
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120.

121.

Berdasarkan definisi ini dijelaskan bahwa halal merupakan ranah daiam
hukum Islam dan yang memahami hukum Islam secara menyelurvh
adalah Para Ulama yang tergabung di dalam MUl yang di dalamnya
terdiri dari ormas-ormas Islam yakni Nahdlatul Ulama, Mvuhaommadiyah,
PERSIS, PERT, Al Wasliyah, PUI dan lain-lain, sehingga segala proses
berkaitan dengan halal adalah kewenangan dari MUI begitu pula keria
sama infemasional mengenai pengakuan dan keberterimaan sertifikat
halal luar negeri yang berimplikasi beredarnya produk-produk asing di
wilayah iIndonesia. Disamping itu MUl dapat menekan membanjimya
produk-produk asing ke wilayah Indonesia karena harus berkesesuaian
dengan standar halal MU {fafwa MUI);

Bahwa definisi dari Sertifikat Halal diatur oleh Pasal 1 angka 10 UU JPH
(BUKTI P-45) sebagaimana Kami kulip:

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal

“Serfifikat Halal adalah pengokuan kehalalan ‘suatu Produk yang
dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan
oleh MUI",

Berdasarkan ketentuan pasal ini, sertifikat halal adalah kewenangan
yang dimiliki oleh BPJPH bersama-sama dengan MUL, sehingga BPJPH
fidak akan pernah bisa memberkan serifikat halal kepada produk dalam
neger dan/atau produk yang berasal darn uar negeri tanpa adanya
keikutsertaan MUI dan kewenangan MUI dalam seliap prosesnya.

Bahwa dalam ketentuan kerja sama intemasional yang terdapat pada
UU JPH melakukan pengabdian terhadap peranan Para Uoma uniuk

menentukan kehalalan suatu produk;
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122. Bahwa besar kemungkinan terdapat produk-produk  yang pada

123.

124.

125.

126.

127.

dasamya tidak dapat mendapatkan sertifikasi halal menurut syariat Islam
dapat beredar di wilayah Indonesia, dikarenakan produk tersebut telah
mendapatkan sertifikat dari lembaga luar negeri yang melakukan kerfa
sama saling pengakuan dengan BPJPH;

Bahwa hal tersebut merupakan kondisi yang lidak dapat dibiarkan,
karena akan merugikan konsumen yang ada di Indonesia terutama
warga negara yang beragama Islam dan tidak mau memakan makanan

yang tidah halal;

Bahwa untuk teraminnya kepasfion halal suaty  produk  haruslah
dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan memahami
secara  komperhensif berkaitan dengan  ketentuan hukum  lslam

mengenai halal;

Bahwa selain dari pada itu, terdapat amanat yang diberikan oleh
konstitusi yang pada pokoknya negara harus memberikan jaminan
kebebasan kepada warga negara untuk memeluk agama  dan

menjalankon ibadahnya sesual dengan agama yang dianutnyg;

Bahwa dalam agama slam melaksanakan perintah  Allah SWT dan
menjauhi larangannya merupakan salah satu ibadah yang dapat

dilakukan oleh umat islam:

Bahwa fidak mengkonsumsi makanan yang tidak hatal memupakan
pefintah yang terdapat dalam agama islam, sebagaimana ketentuan

yang terdapat pada Surat Al-Bagarah ayat 168 berikut:
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128.

129.
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Ya ayyuvha ainnasu kuloo mimma fee dlardi halalan tayyiban wala

tattabioo khuluwatli alshshaytani innahu lakum Aaaduwwun mubeenun

Surat Al-Bagarah ayat 148

“Hai sekalion manusia, makanioh yang holal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganioh. kamu mengikuti langkaR-langkah
syaitan; karena sesungguhnya syaifan ity adalah musuh yang nyata
bagimu™.

Bahwa karena lidak mengkonsumsi makanan yang tidak  halal
merupakan perintah yang ada pada agama Islam, sehingga penentuan
halal atqu tidaknya sesuatu makan danfatau produk lainnya harus
diberikan kepada pihak yang dapat menentukan kehalalan suatu

produk sesual dengan syariaf Islam;

Bahwa dalam hal ini kehalalan suatu produk hanya dapat difakukan oleh
Para Ulama yang termanifestasikan di dalam MUl dan LPPOM MUL,
terlebih masyarakat telah memiiiki kepercayaan kepada MUI dan LPPOM

MUI uniuk melakukan penentuan halal atau tidoknya suatu makanan;

Bahwa UUD NRI 1945 mengamanatkan hak-hak tersesbut  melalui

heberapa Pasal sebagaimana Kami kutip sebagai berikut:

Pasal 27 ayat {2) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia 1945
“Tiae-fiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
lnvak bagl kemanusiaan™.
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131.

Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 {BUKT!
P-44)

*(1} Sefiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutvhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh
manfaat dari iimu pengetahuan dan feknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan  kualifas  hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia.*¥}

(2] Sefiap orang berhok uniuk  memajukan dirinya  dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya.**)".

Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945

“{z) Sefiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hall nuraninya. )

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
“{2) Negara menjamin kemerdekaan flap-fiap penduduk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya ifu".

Bahwa sesuai dengan amanat-amanat konstitusi sebagaimana tersebut
di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi hukum suatu
agama harus  dikembalikan lagi  pelaksanaannya  sesuai  dengan
ketenfuan yang terdapat dalam agoma itu, arfinya apabila halal
merupakan hukum agama Iskam sehingga pelaksanaan maupun proses
yang dilakukan harus dikembalikan lagl kepada pihak yang memiliki

kewenangan atas hal tersebut dan sesual dengan syariat Islam; -
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132. Bahwa dalam hal ini Para Ulamalch yang direpresentatifkan melalui MUl

133.

134,

135.

136.

dan LPPOM MUI yang memiliki kewenangan dan juga kemampuan unfuk

melakukan penentuan kehalalan suatu produk:

Bahwa dengan diundangkannya UU JPH jangan sampai adanya
pergesaran stigma dan nilal-nilai yang substansi berkaitan dengan hukum
halal, yang dapat meiahikan suatu  pemahaman yang salch di

masyarakat;

Bahwa jangan sampai masyrakat sampai kehilangan kepercayaan dan
perubahan gaya hidup untuk menerapkan halal di kehidupan sehari-har,
karena adanya kesalahan pelaksanaan penerc:pcn! halal oleh pihak

yang sailah;

Bahwa oleh karena itu pihak yang dapat menentukan kerja sama saling
pengakuan hanya MUI dan LPPOM MU sesuai dengan kompetensi dan
fatar belakang yang dimiliki, jongan sampai ketentuan yang terdopat
pada Pasal 47 ayat (2} dan ayat (3} VU JPH mencideradi perfuangan dan
penéorbancn Para Ulama terdahulu yang telah memperjuangkan halal

di masyarakat;

Bahwa oleh karena Pasal 47 ayat (2) dan ayat {3) UU JPH memuat
ketentuan yang bertentangan dengan amanat konstitusi pada Pasal 27
ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28) ayat (2) dan Pasal 29
ayat (2) UUD NRI 1945, maka Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH
harusiah dinyatakan tidak memillki kekuatan hukum yang mengikat.

E.  KESIMPULAN (CONCLUSION)

Halal adalah hukum. Batas halal dan haram sudah sangat jelas,

Lembaga yang diberikan otoritas untuk menentukan kehalalan svatu produk
adalah MUl melalui Komisi Fatwa MUI. Maka dari ity, hal-hat yang berkaitan
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dengan penetapan kehalalan produk dan ketentuan tainnya haruslah
diserahkan kepada MUI. Secara historis, kelahiran serdifikasi halal terhadap
makanan, minuman dan/atau produk lainnya di iIndonesia merupakan suatu
instrumen yang dihadirkan oleh Para Ulama melalui MUl yang membuat suatu
lembaga khusus yaitu LPPOM MUI yang memiliki fungsi dan fugas uniuk
menaungi seriifikasi halal di Indonesia. Inisiasi sertifikasi halal tersebut juga
diperkuat dengan adanya mandat yang diberikan oleh Negara kepada Parg
Ulama terkhusus MUI untuk mengatasi permasalahan beredamya lemak babi
di masyarakat pada tahun 1998.

Mandat yang diberikan oleh Negara kepada Para Ulama, MU dan
LPPOM MUI didasarkan atas kesadaran negara bahwa halal mervpakan
hukum agama Islam, sehingga penerapan serfifikasi halal  harusiah
dilaksanakan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kompetensi dan

berwenang untuk menerapkan hukum Islam.

LPPOM MUl merupakan suatu lembaga yang dibentuk secara khusus
untuk menjaiankan tugas dan fungsi untuk melaksanaokan  serfifikesi.
Keberadaan LPPOM MUl di fengah-tengah masyarakat telah diteima sebagai
tlernbaga sertifikasi halal dan masyarakai telah menaruh kepercayaan kepada
LPPOM MUI untuk menaungi sistem sertifikasi halal di Indonesia, hal tersebut
dibuktikan dengan eksistensi LPPOM MUl yang tetap mendapatkan
kepercayaan dari masyarakat sampai dengan 30 (figa puluh tahun) sejak
tahun 1989 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, seharusnya Negara
memberikan penguatan dan legitimasi kepada MUl dan LPPOM M.

Diundangkannya BU JPH oleh Pemerintaoh, menyebabkan berubahnya
konsep SJH dar sebelumnya bersifat sukarela (voluntary) menjadi wadijib
{(mandatory). Selain itu, diundangkannya UU JPH juga bermplikasi kepada
pengambilalihan kewenangan yang dimiliki oleh LPPOM MUl sebagai lembaga

60



COoOoCeDOD20C

oo 0D

Q)

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang serfifikasi halal dan
memberikan kewenangan itu kepada BPJPH yaitu badan di bawagh Kemenag
Rl. Pengambitalihan tersebut dilakukan melaiui Pasail 5 dan Pasal é UY JPH yaity
pasal-pasal yang mengatur berkaitan dengan pembenfukan BPJPH dan
pemberian 10 {sepuluh) kewenangan sehubungan dengan sertifikasi halal
kepada BPJPH. Pemerintah melaiui Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) melakukan
pembatasan dan/atau mereduksi Kewenangan yang di miliki oleh MU,
dengan memberikan kewenangan kepada BPJPH untuk melakukan kerjasama
saling pengakuan dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri tanpa
mengikutserfakan MUl dan membiarkan produk-produk dari luar negeri
tersebut masuk tanpa melaivi proses sertifikasi halal (tanpa ada Fatwa Halal
dari MUI).

Kemudian, diundangkannya UU JPH telah melanggar hak konstitusional
dari PARA PEMOHON yang tfelah diamanatkan dan dijomin oleh konstitusi
Negara Republik indonesia yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh
UUD NRI- 1945. Pemerintah dalam hat ini seharusnya tidak boleh melakukan
pengabaian terhadap sejarah yang ada dengan mengundangkan suatu
peraturan  perundang-undangan  tanpa memperiimbangkan dan
memperhatikan kebutuhan yang ada di masyarakat, karena pada pokoknya
diundangkannya UU JPH Justru membuat keraschan di tengah-tengah
masyarakat dan membebankan masyarakat yang memiliki Usaha Kecil
Menengah (UKM) dengan beratnya biaya sertifikasi halal. Pada hakikainya
sesuai dengan Teorl Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto

Raharjo, hukum yang ada harus lah berangkat dari kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan S$JH seharusnya Pemerintah memberikan legitimasi
dan penguatan kepada lembaga yang telah ada dalom menaungi sertifikasi
halal yaitu LPPOM  MUI, sebagaimana findokan yang dilakukan  oleh
Pemerintah Malaysia dalam membetikan legifimasi dan penguatan kepada
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“ugan retentuan yang terdapai pada “UUD NRI 1945”

P s,

UL DENIDUON (PETITUM)
7 iltia hukum dan fakia soslal yang telah disampoikan di
SLTEIR momohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik

mint e emutus permohonan ujl materiit (judicial review)
roencnutkan . permohonan PARA PEMOHON  untuk

st Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

i Halal bertentangan dengan Pasal 27 ayat {2),

v rvay (2}, Pasal 29 ayat {2} dan Alinea Keempat
menclegara Republik Indonesia 1945;

S 47 avart (2} dan ayat {3) Undang-Undang Nomor 33
v asinan Produk Halal bertentangan dengan Pasal
s cusal 28E ayat (2), Pasal 28) ayat (2) dan Pasal 29

o asar Negara Republik Indonesia 1945;

o, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3} Undong-

e 7014 tentang Jaminan Produk Halal tidak

poiknorengikat;
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